

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi demi melangsungkan kehidupannya masing-masing, bahkan sejak mulai lahir, manusia tidak terlepas daripada pemenuhan kebutuhan untuk hidup. Dasar kebutuhan pokok yang utama adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi sebagai bahan energi untuk tubuh agar dapat beraktivitas secara normal dan dapat melakukan kegiatan yang ditentukan oleh manusia tersebut. karena fakta tersebut yang tidak dapat dibantah, maka selayaknya sebagai manusia dengan nalar dasar keinginan untuk mempertahankan kehidupan, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara nyata. Saat seseorang dianggap sudah cukup umur untuk berkegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan, maka ada interaksi pertukaran diantara orang-perorangan atau pihak dalam kuantitas lainnya.
Berbagai bentuk kegiatan usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dikatakan sangat beragam, diantaranya ada yang bekerja pada badan usaha tertentu, ada yang menjadi pegawai pada instansi pelayanan baik swasta maupun berbasis pemerintah. Dan ada juga yang melakukan usaha perdagangan mandiri dengan berkegiatan jual beli pada komoditas tertentu sesuai dengan pilihan seseorang tersebut. jika diperhatikan lebih jauh, pada orang yang melakukan aktifitas perdagangan secara mandiri, juga mempunyai bentuk dan model usaha yang beragam macamnya.  Ada yang mendirikan  usaha
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pada bangunan permanen, baik kepemilikan sendiri maupun atas kesepakatan sewa, serta ada juga aktifitas perdagangan mandiri yang melakukan kegiatan perdagangan pada bangunan semi permanen yang didirikan diatas tanah kepemilikan pihak lain, baik perseorangan, instansi, perusahaan atau juga tidak jarang ditemui berdiri pada lahan pemerintah daerah.
Kegiatan usaha perdagangan mandiri secara moral memang diperbolehkan dan tidak ada kesalahan maupun unsur tindakan melawan hukum, namun yang menjadi perkara adalah lokasi yang digunakan untuk melakukan aktifitas perdagangan mandiri oleh perseorangan tersebut, apakah sudah tepat dan sesuai dengan peruntukkan nya, atau berdiri diatas lahan yang tidak sesuai dengan kegunaannya. Hal inilah yang patut disorot pada kegiatan aktifitas perdagangan yang berasal dari perseorangan pada skala kecil, yang seperti banyak ditemui pada beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang rapat, maka hal ini menjadi sasaran bagi pedagang perseorangan tersebut. adapun jenis kegiatan perdagangan mandiri yang diperhatikan dan dilakukan oleh perseorangan dengan menggunakan media atau alat yakni gerobak, sehingga dapat di sebut pelaku perdagangan kaki lima, sebab ada lima topangan yang digunakan untuk mobilisasi para pelaku perdagang ini.
Menilik dari uraian diatas yang mana pedagang kaki lima ini, adalah usaha perseorangan yang tidak memiliki atau menempati lahan maupun bangunan permanen atas kepemilikan sendiri atau dengan perjanjian sewa pada unit usaha atau pihak usaha lain, sehingga para pedagang kaki lima ini menempati lahan yang pada dasarnya bukan peruntukkannya atau bukan selayaknya digunakan
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untuk melakukan aktifitas perdagangan pribadi. Lain cerita jika pedagang tersebut tidak menetap pada lahan yang digunakannya melakukan aktifitas perdagangan, seperti pedagang keliling yang sering berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga tidak mengganggu dan lantas mengubah penggunaan lahan untuk lokasi berdagang. Tentunya jika hal tersebut terjadi maka aktifitas perdagangan itu jelas melanggar terlebih bila lahan yang digunakan adalah milik pemerintah.
Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan merumuskan kebijakan terkait ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam rangka itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Perbup ini bertujuan yaitu mengatur mengenai prosedur yang dilaksanakan dalam melakukan penertiban salah satunya menata keberadaan PKL agar lebih teratur dan tidak merusak tampilan visual wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memainkan peran penting dalam membantu kepala daerah untuk menegakkan Peraturan Bupati dan menjaga ketertiban umum serta kenyamanan masyarakat.
Dibalik segala macam polemik yang terjadi terkait aktifitas perdagangan kaki lima yang dilakukan diatas lahan milik pemerintah, seperti trotoar, taman kota, dan ruang publik lainnya yang disediakan oleh pemerintah sebagai fasilitas umum bagi masyarakat dan sepatutnya digunakan sebagaimana peruntukkannya, pemerintah yang juga sebagai penyelenggara pemerintahan dan mengatur jalannya



roda pemerintahan demi memberikan pelayanan terbak untuk masyarakat secara umum, juga memperhatikan kepentingan dari pada pedagang kaki lima yang sebelumnya melakukan aktifitas perdagangan di lahan yang tidak sesuai penggunaannya, dengan memberikan solusi yakni relokasi pada lokasi yang telah disediakan dan dibuat oleh pemerintah guna memfasilitasi pedagang kaki lima agar tidak kembali melakukan aktifitas perdagangan di lahan-lahan yang tidak seharusnya digunakan untuk perdagangan.
Namun persoalan tersebut tidak selesai begitu saja dengan adanya solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Masalah muncul kemudian ketika suatu usaha perdagangan dilakukan membutuhkan adanya interaksi antara pedagang dan pembeli, sebagai proses pertukaran nilai barang tidak terjadi pada lokasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, sehingga timbul kecenderungan dari pedagang kaki lima untuk kembali menempati lokasi sebelumnya, dikarenakan berbagai faktor yang diantaranya adalah lebih banyak pembeli datang.
Berdasarkan uraian persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti persoalan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima yang menghadapi problema ketika bersedia ditempatkan pada lokasi perdagangan fasilitas pemerintah, serta dari sisi pemerintah sebagai penyedia pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan aktifitas perdagangan mandiri skala kecil menemui persoalan sepinya pembeli pada lokasi yang sudah ditentukan.
Untuk itu, perlu adanya pendalaman materi terkait efektivitas kebijakan pemerintah daerah khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang



masyarakatnya tehitung cukup banyak memilih profesi sebagai pedagang kecil sejenis kaki lima dan menempati lokasi yang tidak semestinya di gunakan untuk melakukan interaksi perdagangan. Adapun penelitian ini akan berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)”.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dibahas diatas, maka dibuat rumusan masalah akan diterangkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber khususnya di Komplek Pemda Kabupaten Cirebon?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam efektivitas pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber khususnya di Komplek Pemda Kabupaten Cirebon?
3. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam efektivitas pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber khususnya di Komplek Pemda Kabupaten Cirebon?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dan kegunaan penelitian terhadap permasalahan dalam efektivitas kebijakan publik



satuan polisi pamong praja pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:
1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon khususnya pada Kecamatan Sumber;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam efektivitas kebijakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon khususnya pada Kecamatan Sumber;
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang digunakan dalam efektivitas kebijakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon khususnya pada Kecamatan Sumber.
1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.
2. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon khususnya pada Kecamatan Sumber;



3. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian pada berbagai perspektif dalam mengkaji permasalahan efektivitas kebijakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon khususnya pada Kecamatan Sumber;
4. Sebagai kajian ilmiah bagi masyarakat umum mengenai persoalan efektivitas kebijakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon khususnya pada Kecamatan Sumber;
5. Bahan evaluasi bagi SKPD terkait koordinasi satuan polisi pamong praja dalam efektivitas kebijakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon	khususnya	pada	Kecamatan	Sumber.
